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Lebih dari 200 pemerintah, perusahaan multinasional, kelompok yang mewakili
komunitas adat (indigenous communities), lembaga swadaya masyarakat telah
mengesahkan Deklarasi Hutan New York (New York Declaration on Forests) sejak
2014, dengan berkomitmen untuk melaksanakan bagian mereka untuk mencapai
target ambisiusnya yaitu mengakhiri hilangnya hutan alam dan memulihkan hutan.
Setiap tahun, Penilaian Kemajuan DHNY - yang dilangsungkan oleh jejaring masyarakat
sipil independen yang terdiri atas berbagai organisasi riset dan pusat pemikiran

(think tank) yang disebut Mitra Penilaian DHNY —memantau kemajuan kolektif
terhadap tujuan DHNY.

2020 adalah tahun yang amat penting bagi tinjauan dan refleksi atas berbagai tujuan
untuk DHNY dan komunitas global. Daripada mengurangi separuh sejak 2014 — target
untuk 2020 dalam Tujuan 1 DHNY - laju hilangnya hutan alam telah meningkat. Mengakhiri
hilangnya hutan alam sebelum 2030 akan membutuhkan pergeseran paradigma yang
cepat oleh komunitas global menuju sikap menghargai hutan karena manfaat esensialnya
dan memprioritaskan perlindungan terhadapnya.

Penilaian Kemajuan DHNY 2020 berfokus pada dua tujuan yang saling
melengkapi dan krusial dengan pertanyaan tentang bagaimana cara mencapai
jalur pembangunan berkelanjutan:

Tujuan 3: Mengurangi penggundulan hutan (deforestasi) yang berasal dari sektor
ekonomi lain sebelum 2020

Tujuan 4: Mendukung berbagai alternatif atas penggundulan hutan yang didorong
oleh kebutuhan dasar (seperti pertanian subsisten dan mengandalkan kayu bakar
untuk mendapat energi) dengan cara yang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
pembangunan yang setara dan berkelanjutan.
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Temuan Kunci

Meningkatnya risiko bagi hutan

Kecepatan pembangunan infrastruktur berskala besar dan ekstraksi sumber daya alam
meningkat di banyak hutan tropis, sehingga meningkatkan ancaman bagi lanskap hutan
utuh. Permintaan terhadap bahan bakar fosil, mineral, logam yang ditambang tetap
bertambah, sehingga memperbesar tekanan terhadap hutan yang sangat berbiodiversitas
yang merupakan tempat (host) bagi penyimpanan berbagai komoditas yang bernilai tinggi
ini dalam level yang signifikan.

Rencana pembangunan yang umumnya bersifat dari atas ke bawah (top-down) yang
mendorong pertumbuhan di bidang industri ekstraktif dan infrastruktur ini sering gagal
menyediakan investasi sepadan untuk perekonomian lokal berkelanjutan. Luas kawasan
perladangan berpindah secara keseluruhan menurun, sedangkan luasan pertanian intensif
meningkat, suatu tren yang dapat menyebabkan bertambahnya penggundulan hutan.
Sementara itu, jumlah penambang artisanal (rakyat) dan skala kecil telah naik tiga kali lipat
dalam dua dasawarsa terakhir. Permintaan atas sumber daya hutan seperti kayu bakar,
arang, dan produk hutan nonkayu juga memperlihatkan hanya sedikit tanda penurunan.

Untuk menilai kemajuan dalam memitigasi risiko yang meningkat terhadap hutan, laporan
ini menguraikan empat strategi (Gambar 2 dari laporan tersebut) yang akan, jika dikejar,
berkontribusi pada pencapaian Tujuan 3 dan 4. Strategi ini berfungsi sebagai indikator
untuk menilai tindakan pemerintah, perusahaan, gerakan rakyat, dan sektor keuangan dan
donor internasional.

Gambar 2. Strategi untuk kemajuan dalam mencapai Tujuan 3 dan 4 DHNY

Strategi 1

Merangkul jalur pembangunan alternatif yang
mengurangi eksploitasi berlebihan, produksi
yang tidak efisien, dan konsumsi sumber daya
yang berlebihan.
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Menyelaraskan makroekonomi dan
perencanaan strategis dengan tujuan hutan.
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Catatan: Dalam Strategi 4, ‘PRIME’ mengacu pada intervensi yang menangani lima masalah secara komprehensif:
Produktivitas, Hak, Investasi, Pasaran, dan Jasa Ekosistem. Keempat-empat strategi yang mengurangi dampak
hutan dari infrastruktur dan industri ekstraktif dan mempromosikan mata pencaharian alternatif yang
berkelanjutan ini menanggapi berbagai skala pemikiran, perencanaan, dan intervensi. Strategi 3 dan 4 berlaku pada
tingkat proyek dan intervensi di lapangan (“on the ground”), dan juga berada dalam perencanaan tingkat tinggi
yang ditangani oleh Strategi 2. Manakala, perencanaan makroekonomi dan strategis dari Strategi 2 dibatasi oleh
konsepsi pembangunan yang Strategi 1 coba memperluas. Mengadopsi Strategi 1, dengan merangkul jalur
pengembangan alternatif, akan memiliki efek positif yang akan membuat Strategi 2, 3, dan 4 lebih mudah diikuti.
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Kemajuan oleh berbagai pemerintah

Berbagai pemerintah negara hutan telah mengambil langkah untuk menyelaraskan
proses perencanaan makroekonomi dan kebijakan nasional dengan tujuan kehutanan.
Hampir 18 persen hutan global ditetapkan sebagai wilayah yang dilindungi. Belasan negara
telah mencapai kemajuan dalam mengembangkan strategi hutan nasional, sementara
banyak pemerintah daerah di mana pertambangan dan infrastruktur adalah pendorong
penggundulan hutan telah mengadopsi kebijakan untuk menangani dampaknya.

Namun, penerapan berbagai program dan kebijakan ini mengalami kemajuan yang
lambat, sementara beberapa perlindungan lingkungan dilemahkan. Proses REDD+ telah
menghasilkan perubahan kebijakan yang positif di banyak negara, tetapi beberapa negara
belum menerima bayaran atas hasil yang dicapai. Hanya beberapa negara yang telah
menerjemahkan kebijakan hutan tingkat tinggi terkait pertambangan dan infrastruktur
menjadi rencana manajemen hutan atau menilai resiko hutan secara sistematis dari
sektor-sektor ini. Banyak pemerintah juga telah melonggarkan regulasi untuk wilayah yang
dilindungi dalam tahun-tahun belakangan ini, kini dipercepat oleh pandemi COVID-19.
Tidak jelas apakah dan bagaimana imbal balik (trade-off) untuk hutan dipertimbangkan
dalam keputusan-keputusan ini.

Meskipun perancangan, pelaksanaan atau penegakan regulasi yang lemah adalah hal
yang lazim, sebagian besar negara hutan memang meregulasi investasi industri ekstraktif
dan infrastruktur untuk mengurangi hilangnya hutan. Sebagian besar negara telah
mengadopsi persyaratan untuk penilaian dampak sosial dan lingkungan, penutupan
tambang dan rehabilitasi, dan penyeimbangan biodiversitas (keanekaragaman hayati).
Namun, satu atau lebih di antara kebijakan regulatif ini sering dirancang secara buruk dan
tidak mencerminkan praktik terbaik dalam menghindari dampak hutan. Bahkan meskipun
kebijakan tampak memadai di atas kertas, penegakannya mungkin longgar.

Sebagai bagian dari proses REDD+, banyak negara merencanakan program pendukung
yang bertujuan untuk secara menyeluruh mengurangi kemiskinan dan memberikan mata
pencarian alternatif dan berkelanjutan sambil mengurangi penggundulan hutan. Namun,
di luar program REDD+, berbagai pemerintah yang mempromosikan produktivitas petani
gurem untuk melepaskan tekanan pada hutan sering gagal memasangkan intervensi
tersebut dengan investasi untuk mengamankan hak komunitas dan petani gurem,
lembaga, layanan publik, dan akses pasar. Dukungan dirusak oleh kurangnya pendanaan
dan kapasitas berbagai lembaga pemerintah yang terkait.

Kemajuan oleh perusahaan

Berbagai perusahaan dalam sektor ekstraktif makin mengakui dampak hutan dan
tanggung jawab terkait mereka; namun, transparansi korporat terkait hutan tetap terbatas.
Sebagian besar (78 persen) perusahaan pertambangan yang dinilai untuk laporan

ini telah membuat komitmen untuk menghentikan hilangnya biodiversitas. Namun,
karena kurangnya pengungkapan yang transparan, sulit untuk mengukur ambisi dan
kemajuan atau menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil sudah memadai
untuk menangani dampaknya. Hanya 23 dari total 225 perusahaan yang diundang untuk
mengungkapkan pada 2019 dan 2020 melakukannya. Perusahaan yang memang melapor
sering berkinerja buruk menurut metrik CDP dan standar pelaporan Inisiatif Pelaporan
Global (Global Reporting Initiative).

Berbagai inisiatif keberlanjutan sukarela (voluntary sustainability initiatives) telah

muncul untuk memandu industri ekstraktif dan pengembang infrastruktur. Standar
sertifikasi pertambangan cenderung memberikan pedoman untuk memitigasi dampak
biodiversitas, meskipun definisi bersama untuk dampak kumulatif dan tidak langsung
belum ada, dan serapan (uptake) rendah. Standar keberlangsungan untuk sektor
infrastruktur telah meningkatkan kesadaran terhadap masalah lingkungan dan sosial
yang dapat ditimbulkan oleh proyek yang dirancang dengan buruk. Namun, menyangkut
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ekstraktif, serapan standar ini minimal dibandingkan dengan skala global pembangunan
infrastruktur.

Dukungan perusahaan bagi aktor rantai pasokan berskala kecil dan komunitas lokal yang
dipengaruhi tidak dapat menangani kerentanan struktural yang mendasari. Berbagai
perusahaan rantai pasokan minyak sawit dan kokoa telah memulai program pelibatan
(engagement) dan dukungan petani gurem yang telah meningkatkan produktivitas dan
dalam beberapa kasus telah mengurangi penggundulan hutan. Namun, cakupan berbagai
usaha masih terbatas, gagal menjangkau para petani gurem dalam skala besar. Di sektor
pertambangan, sebagian besar perusahaan yang situs pertambangannya bertumpang
tindih dengan operasi pertambangan skala kecil melibatkan para petambang kecil ini,
tetapi hubungan ini biasanya dimotivasi oleh pengurangan resiko operasional. Berbagai
usaha kolektif yang melibatkan perusahaan dan pemerintah dalam kolaborasi yang saling
menguntungkan menawarkan cara yang menjanjikan untuk memastikan intervensi yang
holistik dan bersifat melengkapi.

Gerakan akar rumput

Masyarakat adat, komunitas lokal, petani gurem, dan aktor masyarakat sipil telah
bermobilisasi untuk memperoleh akses ke dan mempengaruhi perencanaan untuk
melindungi lahan hutan dari pembangunan yang membahayakan. Berbagai gerakan
yang dipimpin masyarakat adat dan akar rumput telah menangani ketidaksetaraan
kekuatan dengan membangun aliansi internasional untuk menekan para aktor (actors)
dan meningkatkan kesadaran atas dampak lintas-negara dari proyek ekstraktif dan
infrastruktur berskala-besar. Dalam beberapa kasus, lewat mobilisasi ini, mereka berhasil
membatalkan atau menunda proyek infrastruktur berskala besar. Berbagai gerakan akar
rumput juga telah membantu menanamkan konsepsi hak alam (the rights of nature) ke
dalam kerangka hukum, tetapi penerapan hak-hak ini melalui kebijakan spesifik sifatnya
terbatas. Berbagai komunitas adat baru-baru ini telah mendapatkan kemenangan hukum
untuk mempertahankan hak wilayah mereka, tetapi penanganan (redress) atas kerusakan
lewat pengadilan sering berlangsung lambat.

Berbagai komunitas lokal juga telah membuat kemajuan dalam memperlihatkan viabilitas
manajemen sumber daya berbasis komunitas dan pendekatan dari bawah ke atas (bottom
up) yang lain terhadap pembangunan dan perlindungan hutan. Ketika didorong dan
dipimpin oleh komunitas sendiri, manajemen hutan telah menghasilkan meningkatnya
penentuan nasib sendiri (self-determination) komunitas, otonomi dan pendekatan yang
kurang ekstraktif dan lebih bersifat berkelanjutan terhadap mata pencarian yang lebih
baik bersama dengan berkurangnya penggundulan hutan. Berbagai gerakan akar rumput
yang dipimpin oleh komunitas adat juga berjuang untuk memperoleh akses langsung ke
pembiayaan iklim (climate finance), dengan mengakui manajemen berkelanjutan yang
berhasil oleh masyarakat adat terhadap wilayah mereka.

Kemajuan oleh lembaga keuangan dan donor internasional

Banyak lembaga keuangan, bank pembangunan multilateral, dan donor bilateral

telah mengadopsi berbagai kebijakan, berkomitmen terhadap berbagai prinsip, dan
mengembangkan berbagai usaha perlindungan yang dimaksudkan untuk menangani
resiko sosial dan lingkungan di semua sektor; namun, masih terdapat berbagai kelemahan
besar dalam penerapan berbagai perlindungan ini. Secara umum kurang terdapat
transparansi dalam bagaimana dan apakah lembaga keuangan dan donor internasional
menghindari investasi dengan resiko hutan yang besar. Bahkan berbagai lembaga yang
telah mengadopsi usaha perlindungan sering gagal mempublikasikan informasi tentang
dampaknya terhadap hutan. Dan meskipun beberapa aktor finansial telah membuat
kemajuan dengan komitmen keberlangsungan mereka, masih terdapat pasar finansial
yang pokok dan sebagian besar tidak jelas (opaque) tanpa kebijakan untuk melindungi
hutan.
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Aliran dana menuju intervensi untuk meringankan kemiskinan sambil mengurangi
penggundulan hutan adalah sangat kecil dibandingkan dengan investasi yang tidak
diselaraskan dengan hutan. Inisiatif REDD+ telah memobilisasikan setidaknya 7,6 miliar
dolar AS uang publik internasional dan domestik, tetapi banyak dari program-program ini
masih dalam tahap awal. Pada sektor swasta, sejumlah investor dampak (impact investor)
dan platform yang baru muncul memperlihatkan potensi untuk mendukung penciptaan
kerja bersama dengan perlindungan hutan tropis, tetapi sebegitu jauh terdapat informasi
terbatas tentang dampak investasi ini.

Hambatan kemajuan

Ketiadaan transparansi yang menyebar luas terus merusak akuntabilitas
pemerintah, perusahaan, donor internasional, dan aktor finansial lain.

Jumlah komitmen dan tujuan kebijakan untuk melindungi hutan terus bertambah.
Berbagai pemerintah mengadopsi strategi REDD+, berbagai perusahaan membuat
komitmen untuk menangani masalah keberlanjutan di pertambangan; lembaga keuangan
berkomitmen untuk mengikuti prinsip pemberian pinjaman berkelanjutan. Namun, yang
penting adalah tindakan, dan masih hanya sedikit informasi yang tersedia tentang tingkat
penerapan komitmen dan hasil nyata dari berbagai usaha ini.

Kurangnya transparansi mencerminkan ketidakjelasan yang masih ada di sektor ekstraktif
dan infrastruktur. Perencanaan makroekonomi dilakukan tanpa diketahui publik; dan
megaproyek direncanakan dan diumumkan oleh pemerintah dan investor tanpa wawasan
(insight) yang bermakna dan partisipasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan
akar rumput. Instrumen keuangan makin kompleks yang mendukung pembangunan
infrastruktur menghambat wawasan tentang bagaimana usaha perlindungan sosial dan
lingkungan diterapkan. Bukti yang tersedia tidak memadai untuk memahami apakah dan
bagaimana imbal balik hutan (forest trade-off) dipertimbangkan dalam perencanaan dan
pembuatan keputusan ini.

Akuntabilitas di sektor pertambangan relatif lebih baik daripada di infrastruktur, mungkin
karena masyarakat sipil lebih aktif dalam menyerukan perhatian terhadap pelanggaran
hak asasi manusia dan ketidakselarasan antara tindakan korporat dan ikrar yang dihadapi
publik. Berbagai perusahaan yang berhadapan dengan konsumen juga makin menyadari
risiko keberlanjutan pada bahan-bahan yang digali, sehingga mendorong keterlibatan
yang lebih substantif dalam berbagai inisiatif rantai pasokan yang berkelanjutan. Berbagai
perusahaan rantai pasokan agrikultur jauh lebih maju daripada mitra pertambangan

dan infrastruktur mereka dalam komitmen mendetail untuk mengurangi dampak hutan
dalam operasi mereka. Namun, transparansi di bidang ini masih amat terbatas, terutama
dalam rantai pasokan yang amat mengandalkan petani gurem.

Terdapat banyak hambatan terhadap akuntabilitas dan transparansi korporat termasuk
kurangnya verifikasi independen atas data yang dilaporkan perusahaan tentang kemajuan;
transparansi terbatas yang masih ada dalam rantai pasokan yang kompleks; banyaknya
ragam dan tidak adanya definisi dan norma bersama dalam hal standar keberlanjutan
agrikultur, infrastruktur, dan pertambangan; tidak adanya pengukuran dampak dalam
pelaporan dan pengungkapan; dan terbatasnya pengikutsertaan komunitas lokal dalam
upaya pemantauan.

Berbagai pemerintah sering mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan
hutan yang ada karena kurangnya stabilitas, kapasitas, dan kehendak politik.
Ketidakseimbangan kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintah
memungkinkan kepentingan terselubung (vested interests) untuk membentuk
rezim penegakan.

Di banyak negara hutan, berbagai kebijakan dan undang-undang untuk melindungi hutan
sudah ada di atas kertas. Namun, penerapan kebijakan ini sering lemah, sementara faktor
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mendasar yang memengaruhi hilangnya hutan, seperti ketidakamanan kepemilikan
lahan (tenure insecurity), ditangani secara tidak lengkap. Berbagai badan lingkungan
dan hutan sering tidak memiliki kapasitas dan pendanaan yang memadai dibandingkan
dengan kementerian agrikultur, pertambangan, dan energi, sehingga mereka tidak
memiliki perlengkapan memadai untuk mengimbangi kepentingan terselubung di
sektor pertambangan dan infrastruktur. Ketidakstabilan di berbagai pemerintah, baik
karena pergeseran politik atau konflik internal, dapat lebih lanjut merusak kekuatan dan
keampuhan berbagai lembaga yang bertugas melindungi hutan.

Para pemimpin politik sering menyukai pendekatan pembangunan ekonomi berdasarkan
eksploitasi sumber daya dan ekspansi agrikultur. Pada saat yang sama, terlalu banyak
pembuat keputusan yang memberikan prioritas rendah terhadap hutan dan orang-orang
yang bergantung pada hutan. Berbagai tindakan untuk memitigasi dampak negatif
terhadap hutan, dan orang-orang yang bergantung padanya, sering paling baik hanya
bersifat setengah hati. Berbagai kebijakan dan lembaga yang dibentuk untuk melindungi
lahan dan komunitas dari bahaya lingkungan telah melemah di banyak negara hutan,
terutama dalam krisis COVID-19.

Pengurangan kemiskinan yang berhasil dan intervensi dukungan terhadap petani
gurem yang mengurangi penggundulan hutan sulit diukur; koordinasi pemerintah-
swasta untuk menyelaraskan berbagai intervensi yang saling melengkapi masih
dalam tahap awal.

Meskipun berbagai upaya yang menjanjikan telah memperlihatkan bahwa kemiskinan
dan penggundulan hutan dapat ditangani secara komprehensif, tipe-tipe program seperti
ini sulit diluaskan. Berbagai program dukungan yang dilaksanakan perusahaan untuk
petani gurem dalam rantai pasokan mereka sering berfokus secara sempit pada petani
yang terikat pada perusahaan lewat skema antara petani/pemilik lahan dan perusahaan
(outgrower scheme). Kurangnya kepercayaan secara mendasar sering menentukan
hubungan perusahaan-petani gurem, sementara kerumitan rantai pasokan menghalangi
tercapainya pengetahuan lengkap petani gurem yang sudah dilibatkan — kedua persoalan
ini membatasi tingkat perkembangan keberhasilan program ini.

Pada saat yang sama, berbagai pemerintah memiliki kapasitas yang terbatas untuk
mempromosikan intervensi dan reformasi komprehensif yang dibutuhkan untuk
memastikan bahwa pengembangan lahan sifatnya berkelanjutan, melindungi hutan,
dan berkontribusi terhadap mata pencarian masyarakat miskin di wilayah terpencil.
Banyak intervensi bersifat satu dimensi, gagal menangani sifat sistemik kemiskinan
dan penggundulan hutan.

Sebagai bagian pendekatan yurisdiksi dan lintas sektoral, beberapa perusahaan dan sektor
telah mulai berkolaborasi secara langsung dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk
menangani penggundulan hutan lewat tindakan kolektif dan terkoordinasi. Model-model
kolaboratif ini berpotensi menangani masalah secara komprehensif, meskipun sekarang
ini kebanyakan masih berada pada tahap awal.

Kesenjangan kekuasaan antara pemerintah dan perusahaan, pada satu pihak,

dan masyarakat adat, komunitas lokal dan aktor berskala kecil lain, pada pihak lain,
membatasi jalur pembangunan inklusif dan dapat menyebabkan kriminalisasi dan
pembunuhan terhadap pembela lingkungan.

Masyarakat lokal cenderung berperan kecil dalam pendekatan pembangunan dan dalam
alokasi dan penggunaan lahan hutan. Sebaliknya, perusahaan yang kuat dan kelompok
elite nasional memengaruhi pembuatan keputusan untuk memfasilitasi eksploitasi
sumber daya, sementara para aktor akar rumput yang menyatakan preferensi mereka
sering dikesampingkan atau diabaikan. Pengakuan yang lemah atas kepemilikan lahan
adat dan wilayah berdaulat masyarakat adat lebih lanjut merusak berbagai usaha
komunitas untuk menegaskan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Dalam
praktik, berbagai proses yang dirancang untuk menyeimbangkan ulang kekuasaan kepada
komunitas — seperti persyaratan persetujuan yang bebas, diberikan sebelumnya, dan
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terinformasi dengan baik - sering diterjemahkan menjadi pelaksanaan birokratis
secara dangkal, sehingga berbagai komunitas tidak mendapatkan peluang nyata
untuk menyuarakan ketidaksetujuan potensial.

Dalam beberapa tahun belakang ini terjadi peningkatan represi terhadap masyarakat
sipil dan eskalasi kekerasan terhadap pembela lingkungan, yang lebih lanjut membatasi
akuntabilitas perusahaan dan pemerintah. Berbagai sektor ekstraktif memiliki andil
yang besar dalam konflik lingkungan yang dilaporkan dan dikaitkan dengan jumlah
tertinggi pembunuhan pembela lingkungan pada 2019. Berbagai negara juga telah
menggunakan kriminalisasi terhadap protes dan penahanan aktivis sebagai perkakas
untuk mengendalikan dan menindas ketidaksetujuan tentang bagaimana sumber

daya digunakan dan dikelola.

Terutama di negara-negara utara (Global North), perekonomian terus mengandalkan
komoditas yang diproduksi di negara berkembang dan negara berkekuatan ekonomi
baru, yang dimungkinkan oleh berbagai praktik produksi yang dikaitkan dengan
penggundulan hutan. Pemerintah, perusahaan, dan konsumen harus mengambil
tanggung jawab yang lebih besar atas efek samping (externalities) lingkungan dan
sosial yang tidak tecermin dalam harga pasar.

REDD+ muncul sebagai sarana bagi negara-negara maju untuk memberi kompensasi
kepada negara-negara berkembang atas keberhasilan dalam mengurangi emisi
penggundulan hutan dan degradasi hutan lewat kemitraan keuangan. Meskipun
banyak negara hutan telah memulai reformasi dan kebijakan untuk menangani
masalah penggundulan hutan, perwujudan potensi REDD membutuhkan waktu lebih
lama daripada yang diharapkan. Banyak negara masih berada dalam proses persiapan
setelah lebih dari satu dasawarsa, dan negara-negara lain masih tidak mampu untuk
secara berkelanjutan menerapkan dan mengukur aktivitas mereka. Meskipun sebagian
penundaan ini dapat dijelaskan oleh kompleksnya pembangunan kapasitas dan reformasi
yang dibutuhkan serta kurangnya aliran keuangan yang memadai untuk program-
program ini, negara-negara donor juga telah menetapkan beragam ketentuan yang
menghambat kemitraan yang berhasil antara negara hutan dan negara donor.

Berbagai inisiatif yang makin banyak dari sisi permintaan untuk mengurangi dan
mengakhiri penggundulan hutan yang diimpor (imported deforestation) masih dalam
tahap awal dan hanya bersifat sukarela. Produsen dan perusahaan yang berhadapan
dengan konsumen dalam rantai pasokan logam dan mineral juga harus bertindak secara
signifikan agar usaha mereka mencerminkan bagian dari tanggung jawab mereka atas
penggundulan hutan yang disebabkan oleh pertambangan.

Kemajuan menuju Tujuan 3 dan 4 - mengurangi penggundulan hutan dari
pembangunan infrastruktur dan ekstraktif, sambil mendukung sumber nafkah
berkelanjutan - berjalan dengan lambat. Tanpa pergeseran dramatis dalam strategi
pembangunan ekonomi - dari sikap mengandalkan ekstraksi, eksploitasi, dan
konsumsi menuju jalur alternatif yang menghargai hutan dan manusia - dunia tidak
akan mencapai berbagai tujuan ambisiusnya bagi pembangunan berkelanjutan, iklim,
dan hutan ini.
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Pernyataan

Laporan ini milik domain publik. Pengguna
dipersilakan untuk mengunduh, menyimpan,
atau mendistribusikan laporan ini secara
elektronik atau pun dengan format lain. Salinan
digital laporan ini, bersama dengan penilaian
kemajuan terhadap semua tujuan Deklarasi Hutan
New York, tersedia di forestdeclaration.org.

Silakan menggunakan kutipan berikut:

Mitra Penilaian DHNY. (2020). Menyeimbangkan
hutan dan pembangunan: Membahas industri
ekstraktif dan infrastruktur, mempromosikan
mata pencarian berkelanjutan: Rangkuman
Eksekutif. Climate Focus (koordinator dan editor).
Dapat diakses di www.forestdeclaration.org.
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